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ABSTRAK 

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA 

INDONESIA DI LUAR WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA 

Muhammad Aditya Arief Darmawan 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan antara 

seorang pria dan wanita yang memiliki keyakinan agama dan kepercayaan berbeda. 

Menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama adalah sesuatu hal 

yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Hal tersebut sebagaimana menurut Pasal 2 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun dalam praktiknya, pasangan beda 

agama seringkali mencari solusi untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan 

dengan cara melangsungkan perkawinan di luar wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia. Sehingga, timbul problematika terkait keabsahan perkawinan beda 

agama tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif. Adapun 

pendekatan  yang digunakan adalah Pendekatan Historis, Pendekatan Perundang- 

Undangan dan Pendekatan Konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait syarat sahnya 
perkawinan menurut hukum positif di Indonesia adalah merujuk pada Pasal 2 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, tidak ada 

perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini 

dipertegas juga dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. 

Namun, perkawinan beda agama masih dapat dilakukan pencatatan sepanjang telah 

mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri. Perkawinan beda agama yang 

dilakukan di luar negeri dapat dikatakan sebagai ‘penyelundupan hukum’ karena 

sebagai upaya untuk menghindari hukum yang seharusnya berlaku kepada 

pasangan beda agama tersebut, serta merupakan sebagai ‘perkawinan sipil’ yang 

tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Sehingga, perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. 

Kata Kunci: Perkawinan; Beda Agama; Keabsahan. 
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ABSTRACT 

THE VALIDITY OF INTERFAITH MARRIAGE OF INDONESIAN CITIZENS 

OUTSIDE THE JURISDICTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

Muhammad Aditya Arief Darmawan 

Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University 

Interfaith marriage is a marriage between a man and a woman who have 

different religious beliefs and faiths. According to positive law in Indonesia, 

interfaith marriage is something that is prohibited or not allowed. This is as stated 

in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage which states that 

'Marriage is valid if conducted according to the law of each of their religions and 

beliefs.' However, in practice, interfaith couples often seek solutions to still be able 

to perform their marriage by doing so outside the jurisdiction of the Republic of 

Indonesia. Thus, problems arise regarding the validity of such interfaith marriages. 

The research method used in this study is Normative Research. The 

approaches employed are Legislative Approach, Conceptual Approach, and 

Historical Approach. 

The research results show that the regulations regarding the requirements 

for a valid marriage according to positive law in Indonesia refer to Article 2 

Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Therefore, there is 

no marriage outside the laws of each religion and belief. This is also emphasized 

in Article 40 letter (c) and Article 44 of the Compilation of Islamic Law. However, 

interfaith marriages can still be recorded as long as they have received a decree 

from the District Court. Interfaith marriages conducted abroad can be considered 

'legal circumvention' as an attempt to evade the applicable laws for the interfaith 

couple, and it constitutes a 'civil marriage' which is not recognized in Law Number 

1 of 1974 concerning Marriage. Therefore, such marriages can be deemed invalid 

and can be annulled. 

Keywords: Marriage; Interfaith; Validity. 
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